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Abstract

This study aims to analyze the optimization of the implementation of Value Added Tax
(VAT) in the E-Commerce marketplace platform to encourage tax compliance in
Indonesia. Along with the development of the digital economy, the implementation of
VAT in online transactions is important to create a sustainable tax system. This study
focuses on optimizing the implementation of policies and the application of VAT in
the marketplace to influence the level of tax compliance for business actors. The
qualitative descriptive analysis method is used in the analysis of this study through
literature study data collection techniques. By analyzing the optimization of the
implementation of VAT policies in the E-Commerce sector, this study is expected to
provide appropriate policy recommendations to increase tax awareness and
compliance and support the growth of the digital economy in a fair and sustainable
manner.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerapan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dalam platform E-Commerce marketplace guna mendorong
kepatuhan pajak di Indonesia. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital,
penerapan PPN dalam transaksi online menjadi penting untuk menciptakan sistem
pajak yang berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi implementasi
kebijakan dan penerapan PPN pada marketplace guna mempengaruhi tingkat
kepatuhan pajak bagi para pelaku usaha. Metode analisis kualitatif deskriptif
digunakan dalam analisis penelitian ini melalui teknik pengumpulan data studi
literatur. Dengan menganalisis optimalisasi implementasi kebijakan PPN di sektor E-
Commerce, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang
sesuai untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak serta mendukung
pertumbuhan ekonomi digital secara adil dan berkelanjutan.
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Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam lingkup ekonomi global termasuk di
Indonesia. Salah satu sektor yang paling berdampak dari perkembangan ini adalah E-Commerce Marketplace yang Kini
menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Nilai transaksi di sektor E-Commerce terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga hal ini mencerminkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi digital. Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan variasi produk menjadi beberapa faktor yang menarik masyarakat
untuk beralih ke E-Commerce. Namun, di balik pertumbuhan yang pesat ini, muncul tantangan besar dalam aspek
pengelolaan perpajakan, khususnya penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Yunita & Tambun, 2024). Sebagai salah satu
sumber utama pendapatan negara, PPN memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Penerapan PPN dalam transaksi digital bertujuan menciptakan sistem pajak yang adil dan setara antara sektor digital dan
konvensional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong transparansi dalam sistem perpajakan di era
digital.

Dalam hal ini, implementasi PPN di sektor E-Commerce masih dihadapkan dalam berbagai tantangan. Salah satu
tantangan yang muncul berupa kurang meratanya penerapan kebijakan PPN di seluruh platform digital yang menciptakan
kesenjangan dalam pemungutan pajak. Minimnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan juga menjadi
tantangan besar yang menghambat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan terhadap transaksi
digital sering kali sulit dilakukan karena sifat transaksi yang lintas batas dan berlangsung secara virtual. Di sisi lain, sektor
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ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi kebijakan perpajakan digital.
Dengan penerapan PPN yang efektif, tepat, dan adil, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pajak antara pelaku usaha
konvensional dan digital. Sehingga hal demikian berpotensi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di
kalangan pelaku usaha digital serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan. Meskipun terdapat tantangan
dalam implementasinya, namun masih dapat diatasi dengan kebijakan yang dirancang secara strategis dan responsif
terhadap kebutuhan era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang strategi optimalisasi penerapan PPN dalam
transaksi digital di sektor E-Commerce guna mendorong kepatuhan pajak. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis
studi literatur, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan PPN dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan yang bermanfaat bagi akademisi dan praktisi yang tertarik
dengan isu perpajakan digital. Sementara hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi
kebijakan yang relevan untuk menciptakan ekonomi digital yang lebih berkelanjutan serta dapat menjadi panduan bagi
pengambil kebijakan dan pelaku E-Commerce dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital. Sehingga, penelitian
ini dapat mendukung transformasi sistem perpajakan Indonesia menuju era ekonomi digital yang lebih transparan dan
efisien.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi
barang dan jasa, yang dibebankan kepada konsumen akhir, namun tugas memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ada
pada PKP. Sebagai salah satu komponen penting dalam pendapatan negara, PPN berperan dalam mendukung
pembangunan dan kesejahteraan publik (Bird & Gendron, 2007). Di Indonesia, peraturan mengenai PPN diatur dalam
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam transaksi digital, PPN berfungsi untuk mengurangi ketimpangan pajak
antara bisnis konvensional dan bisnis berbasis digital. Sebelumnya, sektor digital memiliki potensi kehilangan penerimaan
pajak yang signifikan. Mekanisme PPN diterapkan dengan cara mengkreditkan pajak masukan (pajak yang dibayar atas
pembelian barang atau jasa) dengan pajak keluaran (pajak yang dipungut atas penjualan barang atau jasa). Artinya,
pengusaha atau penjual cukup menyetor selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan, sehingga hanya pajak yang
benar-benar dibebankan kepada konsumen yang disetorkan ke pemerintah.

PPN berperan penting sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran publik, seperti
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, PPN juga digunakan sebagai alat kebijakan fiskal untuk mengatur
perekonomian. Dalam penerapannya, PPN dihitung berdasarkan nilai tambah dari barang atau jasa yang dijual. Sejak 1
April 2022, tarif PPN di Indonesia meningkat sebesar 11% dari sebelumnya 10%, dan direncanakan akan mengalami
peningkatan sebesar 12% pada 1 Januari 2025. Tarif ini berlaku untuk seluruh transaksi yang menjadi objek pajak PPN.

2. E-Commerce

E-Commerce merupakan aktivitas jual dan beli, promosi, serta pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan
menggunakan teknologi digital (Jony Wong 2010). E-Commerce salah satu jenis dari mekanisme bisnis yang dijalankan
secara elektronik menggunakan media internet sebagai media pertukaran barang atau jasa oleh dua pihak intitusi maupun
antar institusi dengan konsumen secara langsung (Amir Hartman 2000). Penggunaan E-Commerce memudahkan
perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnis dan memperluas jangkauan konsumen dengan lebih efisien. Proses
transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini berubah menjadi lebih modern dengan inovasi transaksi
online. Di Indonesia, penggunaan E-Commerece terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan karena
proses digitalisasi.

Data menunjukkan bahwa pada Februari 2022, nilai transaksi E-Commerce mencapai Rp30,8 triliun dengan total
volume transaksi sebanyak 222,9 juta (Ramli, 2022). Berdasarkan survei We Are Social pada April 2021, Indonesia
memiliki tingkat penggunaan E-Commerce tertinggi di dunia yang mencapai 88,1% (Lidwina, 2021). RedSeer juga
menyatakan bahwa nilai transaksi E-Commerce di Indonesia akan meningkat hingga mencapai US$137,5 miliar pada
tahun 2025 (Pahlevi, 2022). Keberadaan berbagai platform E-Commerce telah mempermudah transaksi ekonomi sekaligus
membuka peluang bisnis baru. Saat ini, hampir semua jenis barang dan jasa dapat diperoleh secara online. Bagi konsumen,
E-Commerce memberikan kemudahan dalam berbelanja secara cepat dan praktis. Sementara bagi pelaku bisnis, E-
Commerce menjadi cara efektif untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.

Jenis-Jenis E-Commerce :
a.) B2C (Business to Consumer) : Transaksi antara perusahaan dan konsumen. Contohnya Amazon atau Tokopedia

b.) B2B (Business to Business) : Transaksi antar perusahaan. Contohnya antara produsen dan distributor
c.) C2C (Consumer to Consumer) : Transaksi langsung antar konsumen. Contohnya OLX
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d.) C2B (Consumer to Business) : Konsumen menawarkan layanan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya
Fiver

3. Marketplace

Marketplace merupakan platform digital yang berfungsi sebagai sarana untuk memasarkan produk secara
elektronik (Apriadi, 2017). Marketplace berperan sebagai perantara yang menyediakan tempat jual beli dengan melibatkan
banyak pihak seperti pengelola marketplace, merchant, penyedia layanan pembayaran, hingga jasa pengiriman. Di
Indonesia, terdapat berbagai platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya.
Melalui marketplace, penjual dapat memasarkan produk atau jasa, sedangkan pembeli dapat mencari, memilih, dan
membeli produk sesuai kebutuhan. Proses jual beli dalam marketplace mencakup tahap pencarian produk, pemilihan
produk, pemesanan, dan pembayaran. Dimana platform ini biasanya memperoleh keuntungan melalui komisi atau biaya
layanan dari penjual.

Jenis marketplace dapat dibagi menjadi 2 kategori utama :

a.) Marketplace Murni : Dalam jenis ini, penjual memiliki kebebasan untuk mengelola transaksi secara individu,
termasuk pengaturan harga dan informasi produk. Marketplace hanya berperan sebagai perantara yang
memfasilitasi proses jual beli

b.) Marketplace Konsinyasi : Disini, penjual hanya menitipkan produk kepada platform marketplace yang kemudian
mengatur seluruh proses transaksi, termasuk penetapan harga dan pengiriman. Contoh dari jenis ini adalah Zalora
dan Berrybenka

Perkembangan marketplace di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Keberadaan marketplace membuka
peluang bagi masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usaha dengan lebih mudah dan praktis. Aktivitas jual beli
dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tanpa terikat jarak, ruang, maupun waktu selama terdapat akses internet. Pada
dasarnya, marketplace mirip dengan pasar tradisional yang mempertemukan penjual dan pembeli, namun perbedaannya
terletak pada sistem yang berbasis online. Dengan demikian, transaksi dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik antara
penjual dan pembeli sehingga memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam berbelanja.

4. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan tindakan atau perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai
dengan peraturan yang berlaku di suatu negara (Sitorus & Tambun, 2023). Hal ini mencakup pelaporan, perhitungan,
pembayaran, dan penyetoran pajak tanpa melakukan tindakan penghindaran atau manipulasi data yang dappat merugikan
negara (Tambun & Haryati, 2022). Menurut Simon (2003) dalam Harinurdin (2009) mendefinisikan kepatuhan pajak (Tax
Compliance) sebagai kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Kepatuhan ini diwujudkan tanpa memerlukan pemeriksaan mendalam, investigasi menyeluruh (Obtrusive
Investigation), peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138) dalam Hestanto (2018) yaitu :

a.) Kepatuhan Formal : Kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan aturan dalam
undang-undang perpajakan

b.) Kepatuhan Material : Kondisi dimana wajib pajak secara substansial memenuhi seluruh ketentuan material dalam
Undang-Undang Perpajakan sesuai dengan esensi dan aturan

Guna meningkatkan kepatuhan pajak, penggunaan aplikasi perpajakan online seperti Online Pajak menjadi solusi yang
efektif. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam membantu membuat dan mengirimkan faktur elektronik, melaporkan,
dan membayar pajak dengan mudah. Selain itu, aplikasi tersebut memungkinkan penyimpanan data transaksi secara
terstruktur. Kepatuhan pajak sangat penting dalam sistem perpajakan karena memberikan kepercayaan kepada wajib pajak
untuk mengelola kewajiban pajak secara mandiri, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan (Tambun et al.,
2023). Pemerintah melalui otoritas pajak senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
kewajiban pajak dan melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan pajak (Tambun et al., 2024). Dalam hal ini,
kepatuhan pajak sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan negara, mengingat pajak berperan sebagai sumber
pendapatan utama pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk
menganalisis optimalisasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam E-Commerce marketplace guna mendorong
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kepatuhan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber
terpercaya seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, artikel, dan publikasi resmi dari
otoritas perpajakan. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan terkini mengenai implementasi
kebijakan PPN E-Commerce, tantangan yang dihadapi, dan strategi optimalisasi yang dapat diterapkan. Analisis dilakukan
dengan membandingkan hasil temuan dari berbagai literatur untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan
mendalam mengenai efektivitas kebijakan PPN dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku E-Commerce. Sedangkan
teknik penelitian yang digunakan terdiri dari 3 bagian meliputi reduksi atau penyederhaan data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN DISKUSI

1. Tantangan Implementasi PPN dalam E-Commerce Marketplace

Pertumbuhan pesat transaksi di sektor E-Commerce membawa tantangan besar bagi implementasi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu tantangan yang dihadapi berupa rendahnya pemahaman wajib pajak, baik dari
kalangan individu maupun pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Minimnya tingkat kesadaran perpajakan ini
membuat banyak pelaku usaha digital tidak melaporkan transaksi yang terjadi secara transparan. Akibatnya, pengumpulan
pajak menjadi kurang optimal sehingga memengaruhi penerimaan negara. Tantangan ini semakin sulit dihadapi ketika
transaksi digital yang bersifat lintas batas seshingga membuat pengawasan sulit dilakukan. Otoritas pajak sering kali tidak
memiliki akses terhadap data transaksi untuk memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar. Hal ini yang
kemudian seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari pajak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat
merugikan negara dengan mengurangi pendapatan pajak yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan
nasional.

Tantangan lain yang dihadapi berupa kesenjangan penerapan kebijakan PPN di berbagai platform e-commerce.
Marketplace besar umumnya telah menerapkan pemungutan PPN secara otomatis, sehingga mempermudah pengelolaan
pajak bagi pelaku usaha. Namun, banyak juga usaha kecil yang berjualan melalui platform E-Commerce tetapi belum
memahami kewajiban perpajakan usaha yang dijalankan. Hal ini membuat sebagian besar transaksi kecil di platform digital
tidak terpantau oleh otoritas pajak. Selain itu, implementasi teknologi pendukung untuk meningkatkan transparansi pajak
masih belum merata, sehingga proses pelaporan pajak sering kali menjadi beban administratif bagi pelaku usaha kecil.
Kurangnya dukungan teknis dari pemerintah juga memperlambat digitalisasi perpajakan yang sebenarnya sangat
diperlukan dalam pertumbuhan transaksi di era digital. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, pengawasan dan
pemungutan PPN di sektor E-Commerce akan terus menghadapi tantangan.

Gambar 1. Setoran PPN E-Commerce

PPN E-commerce Revenue Collected by Ditjen Pajak (2020-2024)

—e— PPN Revenue

Revenue (in Trillion IDR)
IS

2020 2021 2022 2023 2024
Year

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Penerimaan PPN dalam E-Commerce Marketplace yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2020 hingga
2024 terlihat dalam diagram garis diatas. Pada tahun 2020, tercatat besar penerimaan pajak yang masih sedikit dikarenakan
implementasi kebijakan PPN baru mulai dijalankan. Hingga secara signifikan besar penerimaan pajak dari tahun 2021
sampai 2023 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut berarti mencerminkan bahwa pada tahun 2021 sampai 2023, para
pelaku E-Commerce memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan kewajiban dan kepatuhan pajak. Namun, pada tahun
2024 besar penerimaan pajak mengalami penurunan drastis. Penurunan ini kemungkinan terjadi dikarenakan beberapa
tantangan seperti kurangnya dukungan teknis dari pemerintah, tantangan dalam pengawasan kebijakan, dan perubahan
kebijakan itu sendiri. Sehingga dari gambar grafik tersebut perlu untuk disoroti terkait pentingnya konsistensi kebijakan
guna menjaga kestabilan penerimaan pajak yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Penurunan penerimaan PPN yang
terjadi pada tahun 2024 ini perlu untuk mendapatkan evaluasi yang mendalam. Tujuannya agar berbagai tantangan yang
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muncul dapat segera ditindaklanjuti guna menciptakan peerimaan pajak yang optimal untuk pembangunan nasional.

2. Strategi Optimalisasi Implementasi PPN dalam E-Commerce Marketplace

Optimalisasi kebijakan PPN di sektor E-Commerce membutuhkan kerja sama yang kuat antar stakeholder. Hal ini
menjadi langkah yang penting untuk memperkuat teknologi guna mendukung optimalisasi pemungutan PPN di setiap
transaksi digital. Dengan kerja sama yang kuat antara marketplace dan otoritas pajak, seluruh transaksi dapat tercatat
secara real-time sehingga meminimalisir risiko penghindaran pajak. Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk
memastikan transparansi dalam pelaporan pajak dengan menyediakan rekam jejak yang tidak dapat diubah. Selain itu, big
data analytics dapat membantu otoritas pajak menganalisis pola transaksi, mengidentifikasi perpajakan, dan mengambil
tindakan yang lebih efektif. Sistem otomatis ini juga mempermudah pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban pajak tanpa
harus melalui proses administratif yang sulit. Dengan teknologi ini, otoritas pajak dapat memastikan bahwa semua
transaksi tercatat dengan baik dan real time.

Selain pemanfaatan teknologi, pemerintah juga perlu memperbaiki kebijakan terkait perpajakan agar lebih relevan
dengan kebutuhan digital. Kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan era digital sangat penting untuk menciptakan sistem
perpajakan yang efektif dan adil. Salah satu strategi yang dapat diterapkan dengan memberikan insentif pajak bagi pelaku
usaha kecil di E-Commerce untuk mendorong dalam menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Insentif ini dapat berupa
pengurangan tarif pajak, penghapusan denda keterlambatan, atau penyederhanaan proses pelaporan pajak yang
memungkinkan pelaku usaha kecil untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah. Selain itu, kerjasama dengan
platform E-Commerce dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada penjual dan
pembeli. Dalam hal ini, marketplace menjadi sarana sosialisasi tentang pentingnya pajak dan dampaknya terhadap
pembangunan nasional. Edukasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam E-
Commerce mengenai tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Langkah berikutnya dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas otoritas pajak dalam mengawasi transaksi
digital secara efektif dan efisien. Dengan melibatkan tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan perpajakan, otoritas
pajak dapat merancang sistem pengawasan yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Pengawasan berbasis teknologi memungkinkan deteksi dini terhadap transaksi yang mencurigakan atau tidak dilaporkan
dengan benar. Selain itu, evaluasi rutin terhadap kebijakan perpajakan digital juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa
aturan yang diterapkan tetap relevan dengan pasar digital. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan yang fleksibel
untuk mengatasi perubahan dalam teknologi dan pola konsumsi masyarakat. Kerja sama antara penguatan kapasitas SDM,
evaluasi kebijakan, dan implementasi teknologi akan memastikan bahwa pengawasan terhadap transaksi E-Commerce
berjalan dengan baik. Sehingga dengan strategi ini, diharapkan kebijakan PPN tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak
tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Kesuksesan kebijakan ini tidak hanya akan
memberikan dampak positif pada penerimaan pajak, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin
ekonomi digital di Asia Tenggara.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Optimalisasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor E-Commerce Marketplace menjadi langkah
yang strategis untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Langkah ini
perlu dilakukan dengan melibatkan kolaborasi antar stakeholder seperti pemerintah, pelaku usaha, dan platform digital.
Meskipun dalam implementasinya kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman wajib pajak
terhadap kewajiban perpajakan, kesenjangan dalam penerapan kebijakan di berbagai platform digital, serta kurangnya
infrastruktur teknologi yang mendukung. Sehingga kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan banyak pelaku
usaha kecil di sektor digital tidak memenuhi kewajiban pajaknya yang berdampak pada penurunan efektivitas
pengumpulan pajak. Pengawasan terhadap transaksi digital yang bersifat lintas batas juga menjadi tantangan bagi otoritas
pajak dalam memastikan seluruh transaksi tercatat dengan benar. Dengan demikian, diperlukan langkah yang baik dan
efektif untuk mengatasi tantangan ini. Langkah yang dapat dilakukan berupa penguatan regulasi, peningkatan literasi
perpajakan, dan pengembangan teknologi yang mendukung. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat
tentang pentingnya kepatuhan pajak perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi penghindaran pajak. Dalam hal ini,
pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa kebijakan PPN di sektor E-Commerce telah
berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Dengan langkah yang terencana, penerapan PPN dapat
menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
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